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PRAKATA 

 

Pedoman Desain Geometrik Jalan (PDGJ) ini merupakan revisi Pedoman Tata Cara 
Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota tahun 1997 yang disusun oleh Direktorat Jenderal 
Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum, meliputi perubahan struktur penyajian untuk 
memudahkan pemahaman pengguna, perluasan substansi, dan perbaikan kandungannya. 
Revisi ini disusun untuk menjawab tantangan dan hambatan dalam meningkatkan kinerja jalan 
di Indonesia terutama setelah terbitnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 
2004 tentang Jalan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang 
Jalan, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum  Nomor 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan 
Teknis Jalan dan Kriteria Desain Teknis Jalan. Di samping itu, juga mempertimbangkan acuan 
yang sudah menjadi standar internasional seperti A Policy On Geometrik Design Of Highways 
And Streets (AASHTO, 2011, 2018) dan Geometric Design (AUSTROADS, 2016), agar 
prasarana jalan yang dibangun dapat melayani transportasi barang dan jasa secara aman, 
cepat, murah, dan nyaman dengan tingkat kredibilitas yang tinggi untuk meningkatkan daya 
saing. 

Dalam penyusunan pedoman ini, Direktorat Jenderal Bina Marga bekerja sama dengan 
Indonesia Infrastructure Initiative (IndII) di bawah koordinasi Kemitraan Indonesia Australia 
(KIAT) serta direviu oleh para pakar dan praktisi dari lingkungan Direktorat Jenderal Bina 
Marga, Perguruan Tinggi, dan Industri Jasa Konstruksi. 

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan teknis bagi desainer geometrik jalan yang sudah 
berkecimpung dalam bidang desain geometrik jalan baik untuk jalan antarkota, jalan 
perkotaan, maupun untuk jalan bebas hambatan, yang memberikan batasan minimum dan 
maksimum pada parameter desainnya, sehingga desainer mempunyai kelonggaran dalam 
mendesain suatu ruas jalan dengan mempertimbangkan persyaratan ideal desain, hasil survei 
lapangan, dan kondisi medan yang ditinjau yang akan menjadi kriteria desain untuk 
menghasilkan produk desain yang akurat, memenuhi kebutuhan, dan memenuhi kaidah teknis 
yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan fisik di lapangan. 

Dengan adanya pedoman ini, diharapkan para desainer geometrik jalan yang 
menyelenggarakan jalan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, dapat mendesain 
geometrik jalan menggunakan pedoman ini secara mandiri sesuai dengan kebutuhan 
daerahnya masing-masing. Di samping itu, pedoman ini dapat menjadi referensi bagi para 
akademisi dan praktisi di seluruh Indonesia. 

Sejak diterbitkannya Pedoman Desain Geometrik Jalan ini, maka Pedoman Tata Cara 
Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota tahun 1997 dinyatakan tidak berlaku. 

 

Jakarta,   Oktober 2021 

 

 

 

 

 

 

 

SA
LI
NA
N

Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh/uncontrolled when downloaded


